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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja 

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban 

dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang 

dialokasikan, Laporan Kinerja ini merupakan media bagi Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

kinerja kepada Bupati Nias Selatan atas mandat yang diberikan. 

Laporan Kinerja merupakan sumber informasi bagi Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, serta menentukan rencana 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. 

Laporan Kinerja ini berisikan informasi Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja 

pada tahun 2022. Rencana kinerja tahun 2022 pada dasarnya merupakan sasaran 

kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam 

reviu Rencana Strategis Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan, sedangkan capaian kinerja adalah hasil realisasi dari rencana kinerja 

tersebut. 

 

Teluk Dalam,  28 Januari 2023 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Nias Selatan, 
 

 

 

SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA 
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19700416 198909 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) diperlukan 

pengawasan yang  efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan 

nyata. Dalam rangka meningkatkan  pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan 

berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab  sesuai dengan Peraturan Presiden RI 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata  Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap 

entitas akuntabilitas kinerja  menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai 

wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja  yang dicapai berdasarkan penggunaan 

anggaran yang dialokasikan. 

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu  satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang 

realitas denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi 

pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan 

sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan 

kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan 

kualitas kerja. 

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-

2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tugas dan 

fungsinya turut memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi ‘Nias Selatan Maju, 

Masyarakat Sejahtera’, serta berperan secara aktif dalam misi  (1) Menciptakan Kultur 

serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan; (2) 

Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif. 

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang 

diambil, ditetapkan 1 (satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode 

tahun 2021 - 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan 
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berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni (1) Program 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap; (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan (4) Program 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi 

indicator kinerja, yakni (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan; dan (2) Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  sumber daya 

Kelautan dan Perikanan. 

Pada sasaran strategis 1 terdiri dari 3 (tiga) indicator yakni (1) Nilai LAKIP 

dengan capaian yang masih belum diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan 

penyerahan dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan; (2) Persentase ASN 

yang mengikuti Diklat Teknis dengan tingkat capaian 100%; dan (3) Persentase SOP 

yang Diterapkan dengan tingkat capaian 93%. 

Sementara untuk Sasaran Strategis 2 terdiri dari 3 (Tiga) indicator yakni (1) Laju 

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dengan realisasi tingkat capaian masih belum 

diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan publikasi oleh BPS Kabupaten Nias 

Selatan; (2) Nilai Produksi Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian 99,08%; dan (3) 

Nilai Produksi Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian 97,52%. 

Untuk realisasi anggaran, pagu Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 

2022 sebesar Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.081.735.511,00 sehingga 

prosentase capaiannya adalah sebesar 90,96%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Penyelenggaraan roda pemerintahan pusat dan daerah wajib hukumnya selalu 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

efisiensi, efektifitas serta  melakukan penegakan supremasi hukum. Kebijakan dan tindakan 

dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata 

kepemerintahan yang baik. Tata kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya 

komitmen dan keinginan kuat para  penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan 

dan melaksanakan tugas serta fungsi  pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Perwujudan nilai-nilai ideal akan  berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi 

dan tujuan organisasi serta mampu berkontribusi untuk  pembangunan daerah dan 

pembangunan nasional. 

 Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pengawasan 

yang  efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka 

meningkatkan  pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta 

bertanggungjawab  sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata  Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja  menyusun dan menyampaikan laporan kinerja 

sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja  yang dicapai berdasarkan penggunaan 

anggaran yang dialokasikan. 

 Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 

(berkala). 

 Dengan realitas tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan 

dilaksanakan  oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan atas  capaian hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Nias 

Selatan. Pertanggungjawaban  tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan 

pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah  instansi serta evaluasi 

terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaankinerja akan 
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menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang  telah 

dilaksanakan. 

 Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu  satu 

tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas 

denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam 

penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang 

merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, 

mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi 

dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. 

 Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan  penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dalam penyusunan laporan ini 

mengacu kepada : 

1) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi  

Pemerintah (SAKIP); 

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas dan 

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan; 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026; 

5) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan; 

6) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana 

Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan; 

7) Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

dengan Bupati Nias Selatan Tahun 2022. 

 

1.2 Tujuan  

 Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin  meningkat baik secara kuantitas 

maupun kualitas dalam pelayanan  kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir 

yang  terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai  dengan tuntutan 

perkembangan ekonomi, politik dan budaya. 
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 Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada 

pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good 

Government yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. 

 Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang 

telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Nias Selatan. 

2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Nias Selatan didalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, 

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya. 

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

1.3 Gambaran Umum Organisasi  

 1.3.1 Kedudukan  

 Dasar hukum pendirian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

adalah Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan 

Perikanan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan 

ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan 

ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya 



4 LAKIP 2022 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

 

dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 1.3.2 Tugas dan Fungsi 

 Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan.  Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.  Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan fungsi yang diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang 

usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan 

ikan; 

b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikanyang 

usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan 

ikan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang 

usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan 

ikan; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang 

diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2) Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada 

seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dn Perikanan Kabupaten Nias Selatan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan 

fungsi yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan; 

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan 

dokumentasi; 

c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretaris sebagaimana dimaksud dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, sebagai berikut: 

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Nias Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian 

perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan 

keuangan; 

b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program 

di dinas kelautan dan perikanan; 

c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas 

kelautan dan perikanan; 

d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan; 

e) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan 

anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran; 

f) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di 

dinas kelautan dan perikanan; 

g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di 

dinas kelautan dan perikanan; 

h) Melakukan penyusunan laporan kinerja di dinas kelautan dan perikanan; 

i) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian 

Perencanaan; dan 

j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan 

tugasnya. 
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2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta 

ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian 

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Tata Usaha; 

b) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai; 

c) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, 

pemberhentian dan pensiunan pegawai; 

d) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi 

kinerja pegawai; 

e) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

f) Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol; 

g) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

h) Melakukan administrasi keuangan; 

i) Melakukan penyusunan laporan keuangan; 

j) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas 

kelautan dan perikanan; 

k) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan; 

l) Peniapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan 

anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran; 

m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di 

dinas kelautan dan perikanan; 

n) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan 

tugasnya. 

 

3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian 

bimbingan teknis sera pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Nelayan 

Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.   

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Nelayan 

Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga)  seksi sebagai berikut: 

1. Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai 

tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil 

dan usaha kecil pembudidayaan ikan; 
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2. Seksi Fasilitasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai 

tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan 

ikan.  

3. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, 

mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan. 

4) Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang perizinan pembudidayaan ikan.     

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan Pembudidayaan 

Ikan dibantu oleh 3 (tiga)  seksi sebagai berikut: 

1. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di 

bidang pembudidayaan ikan; 

2. Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH, mempunyai tugas melakukan pengumpulan 

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUPI dan TPKPIH; 

3. Seksi Pengelolaan dan Penyelengaraan TPI, mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan 

penyelenggaraan TPI. 

 

5) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan 

evaluasi di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan.   

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga)  seksi sebagai berikut: 

1. Seksi Pengelolaan Kawasan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan 

budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi 

pengelolaan pembudidayaan ikan. 
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2. Seksi Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk 

pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan 

pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan; 

3. Seksi Pembenihan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang 

baik, dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, 

dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih 

ikan. 

 

1.4 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai 

berikut: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

b. Sub Tata Usaha. 

3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, 

terdiri atas: 

a. Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; 

b. Seksi Fasilitasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan 

c. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan. 

4. Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas: 

a. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan; 

b. Seksi Penerbitan TPUPI dan TPKPIH; dan 

c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI. 

5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas: 

a. Seksi Pengelolaan Kawasan; 

b. Seksi Pembudidayaan Ikan; dan 

c. Seksi Pembenihan Ikan. 

6. Unit Pelaksana Teknis; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi  

 

 

1.5 Sumberdaya Manusia 

 Sumber daya yang dimiliki oleh  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta aset/modal 

yang dimiliki.  Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin. 

No. Tahun 
Jenis Kelamin Total 

Laki-Laki Perempuan 

1. 2021 11 4 16 

2 2022 10 6 16 

 

 Pada Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan lebih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki. 

 Berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi  pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. 

No. Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 S2 3  

2 S1 10  

3 Diploma 0  

4 SMA 3  

  

 Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sudah baik di mana sebagian besar telah 

berpendidikan Strata-1.  

 Untuk kondisi pegawai di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3 Kondisi pegawai berdasarkan Golongan. 

No. Golongan 
Jumlah 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 I 0 0 0 

2 II 0 2 2 

3 III 8 4 12 

4 IV 2 0 2 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagian besar pegawai dengan golongan III. 

 Sementara apabila ditinjau dari hirarki jabatan, keadaan pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan. 

No. Jabatan Eselon Jumlah Keterangan 

1. Kepala Dinas II.b 1  

2. Sekretaris III.a 1  

3. Kepala Bidang III.b 3  

4. Kasubbag/ Kepala Seksi IV.a 7  

5. Staf - 4  

 

 Dengan rincian kondisi susunan kepegawaian tersebut sebagaimana diuraikan diatas, 

dapatlah dijelaskan  bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok 
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dan fungsi yang  diemban terutama dimana masih terdapat jabatan yang belum terisi dan 

jumlah staf teknis yang belum mencukupi. 

1.6 Sarana dan Prasarana 

 Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pencapaian target program dan kegiatan 

tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Untuk saat ini Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas 

dalam melaksanakan kegiatanya, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 

No. Sarana dan Prasarana 
Kondisi Rill 

(Buah/Unit) 

Kondisi ideal 

(Buah/unit) 

1 Bangunan gedung Kantor 2 3 

3 Kendaraan roda 4 1 2 

4 Kendaraan roda 2 2 4 

5 Kursi kerja staf 20 25 

6 Meja staf 12 25 

7 Meja eselon II 1 1 

8 Meja eselon III 1 4 

9 Meja Eselon IV 5 11 

10 AC 4 8 

11 Komputer PC 7 10 

12 Laptop 2 8 

13 Filing kabinet 3 5 

14 Lemari arsip 7 20 

15 Printer 5 10 

16 OHP 1 2 

17 Kamera 3 5 

18 Gedung Aula 0 1 

19 Alat Ukur Kualitas Air 0 10 

 

 

1.7 Isu Strategis  

 Pembangunan perekonomian kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan sangat 

dipengaruhi oleh dinamika perekonomian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.  

Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa 

faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat 

mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan 

tahun 2026.   

 Pembangunan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya mengandalkan 

dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus 

memperhatian keberlanjutan (sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut.  Di sisi 

lain hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga 



12 LAKIP 2022 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

 

pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya.  Pendekatan 

sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor 

apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan.  Berbeda dengan 

pendekatan regional, pendekatan ini menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat 

prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di 

masing-masing daerah.  Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral 

adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah sehingga hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut.  Upaya 

yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dalam perencanaan adalah dengan 

mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan.  Peran dari berbagai sektor inilah 

selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

 Berdasarkan hasil pengkajian data, evaluasi dan analisa serta observasi lapangan dari 

pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dirangkum beberapa 

permasalahan pokok yang yang menjadi isu strategis dan membutuhkan pemecahan masalah 

kedepannya yakni sebagai berikut : 

1. Nomenklatur susunan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Nias Selatan saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 

2016 sudah tidak relefan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang 

menjadi nomenklatur kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, sehingga beberapa posisi jabatan tidak sesuai dengan program dan 

kegiatan yang ada. 

2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  serta Pengelolaan  Wilayah Pesisir 

dan pulau-pulau kecil :  

a. tidak adanya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi 

Pemerintah Kabupaten/Kota pasca terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat melakukan intervensi secara 

langsung baik dalam bentuk penindakan atas pelanggaran pengelolaan SDKP 

maupun dalam pencegahan berupa penyuluhan dan edukasi; 

b. Minimnya koordinasi lintas stakeholder terkait kerjasama atau dukungan 

pengawasan SDKP; 

c. Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan pesisir dan 

pulau-pulau kecil; 

d. Masih adanya aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRAL) di 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

3. Pengelolaan Perikanan Tangkap : 



13 LAKIP 2022 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

 

a. Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. 

Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan 

alat tangkap tradisional  dengan produksi yang masih rendah; 

b. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang 

penangkapan ikan masih terbatas; 

c. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang 

diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM); 

d. Tidak adanya kantor layanan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan 

berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang merupakan kewenangan 

Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan dengan kapal penangkap ikan pada ukuran 

tersebut kesulitan dalam melakukan pengurusan perizinan dan pendaftaran kapal. 

4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan : 

a. Meningkatnya harga pakan ikan sehingga meningkatkan biaya produksi; 

b. Belum adanya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara 

pembenihan ikan yang baik (CPIB); 

c. Sarana dan prasarana standard pembudidayaan ikan masih terbatas dengan 

pembudidayaan ikan yang masih tradisional; 

d. Sumber induk dan bibit unggul komoditas ikan budidaya masih terbatas; 

e. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang 

pembudidayaan ikan masih terbatas. 

f. Kesulitan layanan Standarisasi manajemen pengelolaan mutu (MPM) oleh pelaku 

usaha pembudidayaan ikan. 

5. Pengolahan dan Pemasaran Produk  Perikanan : 

a. Sarana dan prasarana pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

yang masih terbatas; 

b. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih 

rendah; 

c. Layanan pengujian kelayakan produk tidak ada di KabupatenNias Selatan; 

d. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan KabupatenNias 

Selatan; 

e. Belum adanya UPI dan supplier memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP; 

f. Sebagian besar wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki akses listrik sehingga 

kesulitan dalam melakukan pengawetan produk perikanan dalam bentuk 

pembekuan/pendinginan. 

6. Hukum dan Kelembagaan : 

a. Lemahnya penataan dan penegakkan hukum. 

b. Tidak tersedianya sistem informasi dan manajemen database pengelolaan 

perikanan dan kelautan. 
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c. Lemahnya peranan kelembagaan ekonomi dalam memberdayakan SDM Kelautan 

dan perikanan. 

7. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. 

a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten 

Nias Selatan baik dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi. 

b. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir. 

c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan. 

d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan. 

8. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir 

a) Ancaman abrasi dan sedimentasi. 

b) Mitigasi bencana. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 Rencana  Strategis 

 Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah 

awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan 

strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem 

manajemen nasional. 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2021 – 2026 berupaya untuk menyelesaikan isu lokal dan nasional maupun global seperti 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, menekan angka 

pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. 

 Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: 

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan 

pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; 

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian 

kinerja layanan pada tiap urusan. 

 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan telah 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan 

rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. 

 

2.2 Visi dan Misi 

A. Visi 

 Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias 

Selatan yang maju dan sejahtera.Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai 

kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian 

pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh 

Kabupaten Nias Selatan. 

 Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 

dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera 

Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan 

melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 
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2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu: 

‘NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA’ 

Penjabaran dari Visi tersebut : 

 Nias Selatan Maju adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas 

dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap 

menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat. 

 Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil 

maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain 

masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

B. Misi 

 Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai 

Visi.Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil Langkah – Langkah yang 

tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi 

dengan penajamannya yakni sebagai berikut:  

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi 

pada Pelayanan: 

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur 

pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf 

pemerintahan.Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan 

berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang 

selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan 

tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan 

masyarakat yang harus dilayani. 

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas : 

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah 

dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah.Demi mengejar 

pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-

masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta 

Kreatif dan Inovatif : 

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk 

membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan 

kerja yang maksimal.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dengan 
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berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, 

akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga 

Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif. 

4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif : 

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat.diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. 

Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan 

perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan. 

5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat : 

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan 

tanggung jawab dari pemerintah daerah.Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-

norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias 

Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. 

Dengan terpenuhi nya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman 

dan nyaman di tengah masyarakat. 

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta  

sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi 

tersebut,  Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam 

RPJMD  Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu ”Nias selatan Maju, Masyarakat 

Sejahtera” serta berperan secara aktif dalam misi berikut ini : 

1) Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi 

pada Pelayanan; 

2) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif. 

 

2.3 Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan adalah gambaran dari suatu kondisi yang dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan 

dalam waktu lima tahun mendatang. Tujuan Pembangunan merupakan penjabaran dari Visi 

dan Misi RPJMD yang memberi gambaran hasil akhir dari jangka waktu tertentu.Perumusan 

tujuan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi - Misi dalam RPJMD. Dimana perumusan tujuan 

kabupaten Nias Selatan dimuat ke dalam lima hal dan ditetapkan dengan memperhatikan 

permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan.  

 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil 

pembangunan daerah.Hasil pembangunan Daerah tersebut diperoleh dari outcome program 

perangkat daerah.Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan 

pembangunan.Sama halnya tujuan pembangunan, sasaran juga disusun mengacu pada 

permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis Kabupaten Nias Selatan. 
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 Penyusunan sasaran, merupakan rumusan yang lebih detail dan terukur.Artinya, Sasaran 

pembangunan ditetapkan sesuai dengan indikator dan target kinerja secara spesifik, terfokus 

dan terukur. Dimana, perumusannya dapat dicapai dengan indicator-indikator pembangunan 

atau indicator kinerja. Indikator Kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan 

Pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang. 

 Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arah bagi 

pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan baik urusan 

peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan maupun urusan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku 

usaha perikanan yang lain.  Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi dapat diuraikan pada 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator  Tujuan/ 

Sasaran 
Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke- Kondisi 
Akhir 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4   6 7 8 9 10 11 12 

1. Terwujudnya 
Birokrasi dan tata 
kelola pmerintahan 
yang bersih dan baik   

Nilai LAKIP Predikat C C C B B B B 

  Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
dan tata kelola 
pemerintahan 

Persentase ASN yang 
mengikuti Diklat Teknis Persentase 20 20 20 20 20 20 100 

Persentase SOP yang 
Diterapkan Persentase 50 75 100 100 100 100 100 

2. Terwujudnya 
perekonomian 
masyarakat sektor 
kelautan dan 
perikanan   

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

Persentase 0.61 0,61-1,79 1,79-2,97 2,97-4,15 4,15-5,33 5,33 5,33 

  

Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Nilai Produksi perikanan 
tangkap 

Rupiah/ Milyar 255 260 265 270 275 280 280 

Nilai Produksi perikanan 
budidaya 

Rupiah/ Milyar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 
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2.4 Strategi kebijakan dan Program 

 Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas 

dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi 

dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. 

 Strategi merupakan langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD .Strategi  adalah salah 

satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). 

Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan 

dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

 Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke 

dalam Rencana Kerja yang actionable.Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap sebagai sesuatu yang strategis. 

 Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 

khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana 

terdapat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Misi 1 : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan 

Terwujudnya 
Birokrasi dan tata 
kelola pmerintahan 
yang bersih dan baik 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik dan tata 
kelola 
pemerintahan 

Meningkatkan tata 
kelola pemerintahan 
yang akuntable, efektif 
dan efisien. 

Peningkatan pelayanan publik yang 
berkualitas dan partisipatif. 

  

Peningkatan Kapasitas 
aparatur pemerintahan 

Peningkatan kualitas pegawai melalui 
pelatihan dan pendidikan yang selektif 
dan relevan dengan program dan 
kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Nias Selatan 

Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif 

Terwujudnya 
perekonomian 
masyarakat sektor 
kelautan dan 
perikanan 

Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Mendorong Peningkatan 
Produksi dan 
Produktifitas Perikanan 
menjadi sektor unggulan 
Perekonomian daerah 

Meningkatkan kapasitas nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah serta 
pemasar hasil perikanan. 

 

 Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 

(satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni  

sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 

 
No Program dan Kegiatan Sub Kegiatan 

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah; 

 Koordinasi   dan   Penyusunan   Dokumen   RKA- 
SKPD; 

 Koordinasi       dan       Penyusunan       Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

 Koordinasi   dan  Penyusunan   Perubahan  DPA- 
SKPD; 

 Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

2 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 

 Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan 
Akhir Tahun SKPD; 

 Pengelolaan  dan  Penyiapan  Bahan  Tanggapan 
Pemeriksaan; 

 Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; 

 Penyusunan  Pelaporan  dan  Analisis  Prognosis 
Realisasi Anggaran. 

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

 Penyusunan   Perencanaan   Kebutuhan   Barang 
Milik Daerah SKPD; 

 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; 

 Koordinasi  dan  Penilaian  Barang  Milik  Daerah 
SKPD; 

 Pembinaan,    Pengawasan,    dan    Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD; 

 Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan  Barang Milik 
Daerah pada SKPD; 

 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; 

 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD. 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

 Peningkatan   Sarana   dan   Prasarana   Disiplin 
Pegawai; 

 Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut 
Kelengkapannya; 

 Pendataan      dan      Pengolahan      Administrasi 
Kepegawaian; 

 Koordinasi  dan  Pelaksanaan  Sistem  Informasi 
Kepegawaian; 

 Monitoring,   Evaluasi,   dan   Penilaian   Kinerja 
Pegawai; 

 Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi; 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; 

 Bimbingan    Teknis    Implementasi    Peraturan 
Perundang-Undangan. 

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 
Bangunan Kantor; 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
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 Penyediaan    Bahan    Bacaan    dan    Peraturan 
Perundang-undangan; 

 Penyediaan Bahan/Material; 

 Penyelenggaraan      Rapat      Koordinasi      dan 
Konsultasi SKPD; 

 Dukungan   Pelaksanaan   Sistem   Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

6 Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan  Kendaraan  Perorangan  Dinas  atau 
Kendaraan Dinas Jabatan; 

 Pengadaan  Kendaraan  Dinas  Operasional  atau 
Lapangan; 

 Pengadaan Mebel; 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

 Pengadaan   Gedung   Kantor    atau   Bangunan 
Lainnya; 

 Pengadaan    Sarana    dan    Prasarana    Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya; 

 Pengadaan  Sarana  dan  Prasarana  Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

7 Penyediaan Jasa Penunjang  Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik; 

 Penyediaan   Jasa   Peralatan   dan  Perlengkapan 
Kantor; 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
 

 Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan; 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan; 

 Pemeliharaan Mebel; 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; 

 Pemeliharaan/ Rehabilitasi  Gedung  Kantor  dan 
Bangunan Lainnya; 
 

II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

1 Pengelolaan Penangkapan Ikan  di  
Wilayah Sungai, Danau, Waduk,  Rawa,  
dan  Genangan Air Lainnya yang Dapat 
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 Penyediaan  Data  dan  Informasi  Sumber  Daya 
Ikan; 

 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; 

 Penjaminan      Ketersediaan      Sarana      Usaha 
Perikanan Tangkap. 

2 Pemberdayaan   Nelayan   Kecil   dalam   
Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; 

 Pelaksanaan     Fasilitasi     Pembentukan     dan 
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; 

 Pelaksanaan    Fasilitasi    Bantuan    Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; 

3 Pengelolaan     dan     Penyelenggaraan     
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 Penetapan   Prosedur       Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

 Pelayanan  Penyelenggaraan  Tempat  Pelelangan 
Ikan (TPI) 

4 Penerbitan Tanda Daftar Kapal 
Perikanan Berukuran sampai dengan 10 
GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,  
Rawa,  dan  Genangan Air Lainnya yang 
Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/ Kota 

 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan 
Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai 
dengan 10 GT; 

 Pelayanan    Penerbitan    Tanda    Daftar    Kapal 
Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 

5 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal 
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut 
Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 
GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 

 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan 
Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan 
Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai 
dengan 10 GT; 
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Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 
Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/ Kota 

 Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal 
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan 
Ukuran sampai dengan 10 GT 

6 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di 
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya yang Dapat 
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

 Penetapan Persyaratan dan  Prosedur Pendaftaran 
Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 
GT; 

 Pelayanan      Penerbitan      Pendaftaran      Kapal 
Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 

III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 

1 Penerbitan   Izin   Usaha   Perikanan   di   
Bidang Pembudidayaan  Ikan  yang  
Usahanya  dalam  1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan 
Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 
yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau 
Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi 
Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak 
Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja 
Asing; 

 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang 
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, 
dan/atau Manfaat  atau Dampak Negatifnya dalam 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan 
Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, 
serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau 
Tenaga Kerja Asing 

2 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil  Pengembangan  Kapasitas  Pembudi  Daya  Ikan 
Kecil; 

 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan 
Kecil; 

 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, Kemitraan Usaha; 

 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi  dan  Informasi, serta 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

3 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi 
Daya Ikan Kecil     (TDPIK)  dalam 1     
(Satu)     Daerah Kabupaten/Kota 

 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan 
Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) 
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi 
Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota. 

4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  Penyediaan  Data  dan  Informasi Pembudidayaan 
Ikan dalam 1  (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

 Penyediaan   Prasarana    Pembudidayaan    Ikan 
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

 Penjaminan              Ketersediaan              Sarana 
Pembudidayaan  Ikan  dalam   1  (Satu)  Daerah 
Kabupaten/Kota; 

 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 
Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

 Pembinaan   dan   Pemantauan Pembudidayaan Ikan 
di Darat; 

 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan 
Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di 
Darat; 

 Perencanaan,  dan  Pengembangan  Pemanfaatan 
Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 

IV PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha 
Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha 
Skala Mikro dan Kecil 

 Penyediaan     Data     dan     Informasi     Usaha 
Pemasaran   dan   Pengolahan   Hasil   Perikanan 
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 

2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan bagi  Usaha  Pengolahan  dan  

 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 
atau Standar pada Usaha Pengolahan dan 
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Pemasaran  Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. 

3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku 
Industri Pengolahan    Ikan    dalam    1    
(Satu)    Daerah Kabupaten/ Kota 

 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan  
Usaha  Pengolahan  dalam  1  (Satu)  Daerah 
Kabupaten/Kota; 

 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan 
Skala  Mikro  dan  Kecil  dalam  1  (Satu)  Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 

2.5 Indikator Kinerja  

Indikator Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan merupakan hal 

yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian 

RPJMD.  Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.4 Indikator Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang 
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No. Indikator 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

1. NILAI LAKIP C C C B B B B 

2. 
Persentase ASN 
yang mengikuti 
Diklat Teknis 

C 20 20 20 20 20 100 

3. 
Jumlah SOP 
yang Diterapkan 50 20 20 20 20 20 20 

4. 
Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

0.61 0,61-179 1,79-2,97 2,97-4,15 4,15-5,33 5,33 5,33 

5. 
Nilai Produksi 
perikanan 
tangkap 

Rupiah/ 
Milyar 

255 260 265 270 275 280 

6. 
Nilai Produksi 
perikanan 
budidaya 

Rupiah/ 
Milyar 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

 

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

 Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung 

jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang 

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target 

kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran 

strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan 

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. 

 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja 
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terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. 

 Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran 

atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja dan perubahannya pada 

Tahun 2022. 

Tabel 2.5 
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 
 

No. Sasaran Indikator  Tujuan/Sasaran Target 

1.   

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik dan 

tata kelola 

pemerintahan 

Nilai LAKIP C 

Persentase ASN yang mengikuti Diklat 

Teknis 
20 % 

Persentase SOP yang Diterapkan 100 % 

2.   

Meningkatkan 

perekonomian melalui 

pengelolaan  sumber 

daya Kelautan dan 

Perikanan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor 

Perikanan 
1,79-2,97 

Nilai Produksi perikanan tangkap 265 Milyar Rupiah 

Nilai Produksi perikanan budidaya 3,0 Milyar Rupiah 

 
 
 

Tabel 2.6 
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 
 

No. Sasaran Indikator  Tujuan/Sasaran Target 

1.   

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik dan 

tata kelola 

pemerintahan 

Nilai LAKIP C 

Persentase ASN yang mengikuti Diklat 

Teknis 
20 % 

Persentase SOP yang Diterapkan 100 % 

2.   

Meningkatkan 

perekonomian melalui 

pengelolaan  sumber 

daya Kelautan dan 

Perikanan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor 

Perikanan 
1,79-2,97 

Nilai Produksi perikanan tangkap 265 Milyar Rupiah 

Nilai Produksi perikanan budidaya 3,0 Milyar Rupiah 
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2.7 Perencanaan Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2022, Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indicator perjanjian kinerja, 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mewujudkannya dalam 4 (empat) program 

kegiatan dengan indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dengan dukungan 

belanja anggaran langsung (APBD) sebesar Rp. 2.151.699.913,00.- dan anggaran belanja langsung 

perubahan (P-APBD) sebesar Rp. 2.288.866.750,00.- sebagaimana diuraikan pada table berikut ini. 

Tabel 2.7 Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 

Uraian Indikator Target 
Anggaran 

(APBD) 

Anggaran 
Perubahan  
(P-APBD) 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

Cakupan pelayanan 
administrasi 
kepegawaian, 
keuangan dan 
pengelolaan barang 
milik 
daerah yang 
akuntabel dan 
transparan 

100% 421.700.273 360.081.223 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

Produktifitas 
perikanan tangkap 

8.650 Ton/ 
Tahun 

1.366.489.510 1.565.275.397 

PROGRAM PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

Produktifitas 
perikanan budidaya 

35 Ton/ Tahun 363.510.130 363.510.130 

 

2.8 Rencana Kinerja Tahunan 

 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 

2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 adalah Pelaksanaan 

Renstra Tahun pertama sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang 

memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022. 

 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dituangkan dalam 

Rencana Kinerja Tahunan yang meliputi penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 ( 

satu ) tahun dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias 

Selatan, untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat 

dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini. 
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Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan  

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 
Tahun 2022 

 

Tujuan  Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Target 

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
(Output) 

Target Kinerja Pagu (Rp) Keterangan 

Terwujudnya 
Birokrasi dan tata 
kelola 
pemerintahan yang 
bersih dan baik 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
dan tata kelola 
pemerintahan 

Nilai LAKIP C Predikat 

Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Cakupan pelayanan 
administrasi  
kepegawaian, 
keuangan  dan 
pengelolaan barang 
milik daerah yang 
akuntabel dan 
transparan 

100 %    360.081.223  
Renja 

Perubahan 
TA. 2022 

    
Persentase ASN 
yang mengikuti 
Diklat Teknis 

20 % 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

        

    
Persentase SOP 
yang Diterapkan 

50 % 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

1 Dokumen            999.920    

          

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

1 Dokumen        1.000.065    

          Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

          
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah    Orang    yang 
Menerima    Gaji    
dan Tunjangan ASN 

12 
Orang/ 
Bulan 

     69.900.000    
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Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun  SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi  
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

3 Laporan 999.955   

          

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran  SKPD 

18 Laporan 999.790   

          Administrasi Umum Perangkat Daerah         

          

Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah  Paket  
Komponen         
Instalasi Listrik/ 
Penerangan    
Bangunan Kantor    
yang Disediakan 

2 Paket 998.500   

          

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah    Paket    
Peralatan dan    
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

12 Paket 1.000.343   

          
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

12 Paket 29.627.880   

          
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan & Penggandaan 
yang Disediakan 

12 Paket 9.999.770   
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Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan 
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

12 Laporan 91.538.000   

          
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

        

          
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 Laporan        1.000.000    

          
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan    115.200.000    

          
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

    0   

          

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 Unit 36.817.000   

Terwujudnya 
perekonomian 
masyarakat sektor 
kelautan dan 
perikanan 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
dan tata kelola 
pemerintahan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

0,61-
1,79 

% 

Program 
Pengelolaan 
Perikanan 
Tangkap 

Produktifitas 
Perikanan Tangkap 

8650 
Ton/ 

Tahun 
1.565.275.397 

Renja 
Perubahan 

TA. 2022 

    
Nilai Produksi 
perikanan tangkap 

255 
Rupiah/ 
Milyar 

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya yang dapat 
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

        

    
Nilai Produksi 
perikanan budidaya 

2,5 
Rupiah/ 
Milyar 

Penyediaan 
Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

Jumlah   Prasarana   
Usaha   Perikanan   
Tangkap 

19 
Unit / 
Paket 

1.565.275.397   
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yang Tersedia 

          

Program 
Pengelolaan 
Perikanan 
Budidaya 

Produktifitas 
Perikanan Budidaya 

35 
Ton/ 

Tahun 
363.042.970 

Renja 
Perubahan 

TA. 2022 

          Pengelolaan Pembudidayaan Ikan         

          

Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaan 
Ikan dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

11 
Unit/ 
Paket 

363.042.970 

  

          

Program 
Pengolahan dan 
pemasaran Hasil 
Perikanan 

Produktifitas Hasil 
Olahan Kelautan dan 
Perikanan 

2500 
Ton/ 

Tahun 
0 

Renja 
Perubahan 

TA. 2022 

          

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku 
Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/ Kota     

  
  

          

Pemberian 
Fasilitas bagi 
Pelaku Usaha 
Perikanan Skala 
Mikro dan Kecil 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah  Pelaku  Usaha  
Perikanan  Skala  
Mikro dan Kecil dalam 
1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Terfasilitasi 

3 
Pelaku 
Usaha 

0 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

 Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai  oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab tugas pokok yang menjadi kewenangannya. Capaian kinerja dapat dihitung melalui 

proses sistematis dan berkesinambungan untuk  menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,  sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi, misi dan strategi Bupati Nias Selatan. 

 Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kelautan dan 

Perikanan kabupaten Nias Selatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut 

ini. 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No Predikat Interprestasi 

1. AA (Nilai >90 – 100) Sangat Memuaskan 

2. A (Nilai  >80 – 90) Memuaskan 

3. BB (Nilai >70 – 80) Sangat Baik 

4. B (Nilai >60 – 70) Cukup (memadai) 

5. CC (Nilai <50 – 60) Sangan Rendan 

6. C (Nilai >30 – 50) Kurang 

7. D (Nilai 0 – 30) Sangat Kurang 

 

 Adapun pengukuran pencapaian kinerja dimaksud adalah membandingkan target dan realisasi 

dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan tujuan 

pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.  

 Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut: 
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3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang 

Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan, dapat dilihat pada table berikut ini. 

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

Tahun 2022 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan Target Relisasi 

Tingkat 
Capaian 

Sumber 
Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik dan 
tata kelola 
pemerintahan 

Nilai LAKIP Predikat C -  - 
Inspektorat 
Kabupaten 

Nias Selatan 

Persentase ASN yang 
mengikuti Diklat 
Teknis 

Persentase 20 20 100% 
DKP 

Kabupaten 
Nias Selatan 

Persentase SOP yang 
Diterapkan Persentase 75 70 93% 

DKP 
Kabupaten 

Nias Selatan 

 

 Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  sumber daya Kelautan dan Perikanan 

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya perekonomian 

masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada Misi 4. Mengembangkan perekonomian 

masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif., dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  SDKP Tahun 2022 

No. Sasaran 
Indikator  Tujuan/ 

Sasaran 
Satuan Target Relisasi 

Tingkat 
Capaian 

Sumber 
Data 

1 3 4 5 6 7 8 8 

2. Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

Persentase 
0,61-
1,79 

- - 
BPS 
Kabupaten 
Nias Selatan 

Nilai Produksi 
perikanan tangkap 

Rupiah/ 
Milyar 

260 252,66 99,08% 

Validasi  
Nasional 
Satu Data 
KKP 

Nilai Produksi 
perikanan budidaya 

Rupiah/ 
Milyar 

2,5 2,438 97,52% 

Validasi  
Nasional 
Satu Data 
KKP 
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3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 

 beberapa tahun terakhir 

 Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 

sebelumnya (tahun 2021) Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang 

Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan, dapat dilihat pada table berikut ini. 

 

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan  

Tahun 2022 
 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target 
2022 

Relisasi Tingkat 
Capaian 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik dan 
tata kelola 
pemerintahan 

Nilai LAKIP 
  

Predikat C  CC -  - 

Persentase ASN yang 
mengikuti Diklat 
Teknis 

Persentase 20 20 20 100% 

Persentase SOP yang 
Diterapkan Persentase 75 50 75 150% 

 
 Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  sumber daya Kelautan dan Perikanan 

Adapun Pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 

dengan tahun sebelumnya (tahun 2021)  Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya 

perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada Misi 4. Mengembangkan 

perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif., dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  SDKP  

Tahun 2022 

No. Sasaran 
Indikator  
Tujuan/ 
Sasaran 

Satuan 
Target 
2022 

Relisasi Tingkat 
Capaian 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

Persent
ase 

0,61-1,79 5,37 - 

  

Nilai Produksi 
perikanan 
tangkap 

Rupiah/ 
Milyar 

255 250 252,66 101% 

Nilai Produksi 
perikanan 
budidaya 

Rupiah/ 
Milyar 

2,5 2,0 2,438 122% 
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3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka  
 Menengah Daerah 

 Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

perbandingan antara realisasi kinerja Strategis 1 tahun ini dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang 

Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan, dapat dilihat pada table berikut ini. 

 
Tabel 3.6 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada 
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022 

 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 

Relisasi 
2022 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik dan 
tata kelola 
pemerintahan 

Nilai LAKIP 
  

Predikat B -  - 

Persentase ASN 
yang mengikuti 
Diklat Teknis Persentase 100 20 20% 

Persentase SOP 
yang Diterapkan Persentase 100 70 70% 

 

 Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  sumber daya Kelautan dan Perikanan 

perbandingan antara realisasi kinerja Strategis 2 tahun ini dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya perekonomian 

masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada Misi 4. Mengembangkan perekonomian 

masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif., dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada 
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  SDKP 

Tahun 2022 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 

Relisasi 
2022 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

Persentase 5,37 - - 

Nilai Produksi 
perikanan tangkap 

Rupiah/ 
Milyar 

275 252,66 91,87% 

Nilai Produksi 
perikanan budidaya 

Rupiah/ 
Milyar 

4,5 2,438 54,18% 
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3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta 

 Alternatif Solusi yang dilakukan 

 Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

 
Gambar 2. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 

tata kelola pemerintahan 

 

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 1 sebelumnya dan grafik capaian di atas, 

terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. 

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai LAKIP 

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten 

Nias Selatan menetapkan target kinerja ‘Nilai LAKIP’ dengan target nilai C. Namun untuk hasil 

evaluasi pada tahun 2022 masih belum diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan 

sehubungan dengan dalam tahapan penyusunan dan penilaian. Pada tahun 2021, Dinas 

Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 70, 38 dengan Predikat CC. Capaian predikat yang 

dicapai pada tahun 2021 lebih tinggi dari target pada tahun tersebut yakni predikat C. capaian 

pada tahun sebelumnya merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk terus 

berupaya berbenah dalam pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 

meningkatkan nilai capaian pada tahun berikutnya (tahun 2022). 

Dalam upaya merealisasikan target Nilai SAKIP perangkat daerah, Dinas kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen 

perencanaan untuk memastikan rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi 

pada hasil/outcome serta memastikan bahwa indikator kinerja memenuhi kriteria yang 

terukur, relevan dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal. 

Upaya peningkatan kualitas LAKIP, diantaranya dilakukan dengan menyusun dokumen 

rencana aksi yang mencantumkan target secara periodik dan dilakukan monitoring secara 

berkala (triwulan), termasuk evaluasi dalam rangka pengendaliannya.   
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Penyusunan rencana aksi juga merupakan penjabaran dari target Penetapan Kinerja (PK) 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan menuangkan pengendalian kinerja 

organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala. 

2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 

Untuk mencapai strategi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai sebagai 

upaya untuk meningkatkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan. Dari Tabel 3.2 

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 bahwa pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 

2022 telah ditetapkan indicator Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dengan nilai 

20%, dengan tingkat capaian 100% (Kriteria Sangat Memuaskan). 

Dibanding dengan tahun sebelumnya (2021), perbandingan persentase capaian kinerja juga 

mencapai 100%. Sementara untuk perbandingan realisasi kinerja Persentase ASN yang 

mengikuti Diklat Teknis Tahun 2022  Dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian 

kinerja sama yakni 20%.  

Sementara untuk capaian nilai Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis di tahun pertama 

Renstra masih Rendah yaitu mencapai 20%, meskipun nilai realisasinya sedang, Hal ini 

disebabkan oleh karena realisasi ini merupakan tahun pertama, maka sangat diperlukan 

upaya-upaya peningkatan kedepannya untuk memenuhi target capaian ASN yang mengikuti 

Diklat Teknis pada akhir Renstra. 

Pada tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah 

mengikutsertakan personil ASN-nya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai 

berikut : 

a) Bimbingan Teknis Validasi Nasional Data Statistik Perikanan Tangkap 2021 serta 

Sinkronisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap 

Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP RI 

dan diikuti oleh 1 (satu) orang ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten NIas 

Selatan; 

b) Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2022 Kelas Penatausahaan dan 

Pengelolaan Aset Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara 

dan Daerah FEB Universitas Barawijaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan diikuti oleh 1 (satu) orang ASN 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten NIas Selatan. 

Selain itu, ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 telah 

mengikuti berbagai Webinar, Seminar, Diskusi dan berbagai Kelas teknis berkaitan dengan 

upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN, guna meningkatkan pengetahuan dan 

pelayanan public sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 
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Adapun pelaksanaan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis ini telah memberikan 

kontribusi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan.  

a) Bimbingan Teknis Validasi Nasional Data Statistik Perikanan Tangkap 2021 serta 

Sinkronisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap 

Tahun 2022 telah memberikan dampak pada penginputan data potensi perikanan 

tangkap Kabupaten Nias Selatan secara maksimal dan lengkap. Dimana pada validasi 

data nasional kelautan dan perikanan, Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu 

daerah dengan data lengkap dan tervalidasi secara berjenjang baik di tingkat Provinsi 

dan Pusat. Kelengkapan data potensi daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang 

arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; 

b) Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2022 Kelas Penatausahaan dan 

Pengelolaan Aset Daerah diikuti oleh Pengurus Barang Pengguna Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan telah diimplementasikan pada Inventarisasi 

Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan Barang Milik 

Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. 

Dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi target pendidikan dan pelatihan teknis, 

sebagai solusi alternative, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berupaya 

memaksimalkan capaian melalui kerjasama dan koordinasi dengan berbagai stakeholder 

terkait melalui pendidikan dan pelatihan ASN yang sifatnya tidak berbayar (Gratis) dengan 

akses pelatihan yang mudah. 

3. Persentase SOP yang Diterapkan 

 Dalam upaya untuk melaksanakan strategi Penguatan kelembagaan yang  akuntabel, efektif, 

efisien dan  transparan dilakukan pembenahan pada organisasi pemerintah dengan 

mengedapankan desain job description yang dapat diukur, dipertanggung jawabkan dan 

dievaluasi, dimana salah satunya adalah penyediaan dan penerapan SOP. 

 Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan merealisasikan 

penerapan SOP dengan capaian persentase 70% dari target yang ditetapkan yaitu 75 % 

dengan tingkat capaian 93% (Kategori Sangat Memuaskan).  

 Nilai capaian yang belum memenuhi realisasi secara persentase disebabkan karena dalam 

penerapannya, terdapat SOP yang tidak relefan lagi untuk diterapkan, selain itu terdapat SOP 

yang tidak diterapkan dikarenakan pengalihan dan perubahan kewenangan berdasarkan 

peraturan yang berlaku dimana kewenangan tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. 

 Sementara untuk perbandingan capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP tahun ini 

dengan tahun lalu (2021) mengalami kenaikan dengan tingkat capaian 150%. Tingginya 

capaian ini disebabkan oleh karena realisasi capaian pada tahun 2021 hanya 50%, dan pada 
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tahun 2022 realisasi mencapai 70%. Peningkatan realisasi ini seiiring dengan bertambahnya 

penerapan SOP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai upaya 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat terutama pelaku usaha 

perikanan. 

 Untuk perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra mencapai tingkat kemajuan 

senilai 70%. Capaian kemajuan ini tergolong tinggi mengingat tahun 2022 merupakan tahun 

pertama Renstra yang seyogianya masih tahap awal kinerja. Hal ini tidak lepas dari upaya 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerjannya 

melalui penerapan SOP yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayannnya. 

 Sebagai solusi alternative capaian kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan akan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 

a) Pengelompokan SOP sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang 

merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias 

Selatan; 

b) Penyusunan dan penerapan SOP baru sesuai dengan kebutuhan pelayanan public 

khususnya bagi pelaku usaha perikanan; 

c) Update regulasi terbaru serta koordinasi lintas stakeholder yang berkaitan dengan 

pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. 
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 Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  sumber daya Kelautan dan Perikanan 

 
Gambar 3. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui 

pengelolaan  sumber daya Kelautan dan Perikanan 

 

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 2 sebelumnya dan grafik capaian di atas, 

terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. 

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan 

 Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang 

menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode 

waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah 

kebijakaan pembangunan yang akan datang. 

 Salah satu Indikator kinerja dalam sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat 

Kelautan  dan Perikanan adalah Pertumbuhan  Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan 

adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh Sektor Perikanan,  

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan merupakan  Perubahan PDB (atas dasar harga 

konstan)  sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen) PDB 

Perikanan  tersebut hanya  didasari pada sektor primer yang mencakup  perikanan  tangkap 

dan perikanan budidaya. 

 Realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan tahun 2022 belum diperoleh 

karena masih belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data. 

Sebagai bahan perbandingan Pertumbuhan PDB Perikanan  Tahun 2021 sebesar 5,37 %.  

 Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan 

antara lain  melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun 

perikanan budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan  

peningkatan  produksi, dan supply chain dari  hulu sampai hilir. Selain itu dukungan bantuan 
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sarana dan prasarana nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan 

akan terus ditingkatkan, guna mencapai kenaikan tingkat produksi yang nantinya dapat 

mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. 

 Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan, untuk memaksimalkan 

penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan untuk memperoleh data valid, 

maka sangat diperlukan data-data potensi perikanan dan pelaku usaha perikanan setiap 

tahunnya.  

 Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sector perikanan dilakukan dengan 4 (empat) 

pendekatan antara lain : 

a) Pendekatan Produksi; 

b) Pendekatan pendapatan; 

c) Pendapatan pengeluaran; 

d) Cara Penyajian Produk Domestik Bruto. 

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah 

masih belum lengkapnya data untuk memenuhi kebutuhan penghitungan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor Perikanan oleh BPS Kabupaten Nias Selatan. Sebagai solusi, maka pada tahun 

2023, melalui Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah 

direncanakan pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan untuk memenuhi data-data 

dimaksud. 

2. Nilai Produksi Perikanan tangkap 

 Produksi perikanan tangkap adalah salah satu indicator untuk mengembangkan potensi 

Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah. Nilai produksi perikanan 

tangkap adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi harga yang digunakan 

adalah harga produsen. 

 Realisasi nilai produksi perikanan tangkap tahun 2022 mencapai Rp.252.655.928.800,- atau 

terealisasi senilai 99,08% dari target sebesar Rp.260.000.000.000.- meskipun belum 

memenuhi target secara total, nilai capaian dapat mencapai Kategori Sangat Memuaskan. 

Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data KKP yang diinput oleh Validator 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan divalidasi secara berjenjang di 

tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

 Untuk perbandingan realisasi Nilai Produksi perikanan tangkap dengan tahun lalu mengalami 

kenaikan 101%. Dimana pada tahun 2021 nilai produksi perikanan mencapai 

Rp.250.000.000.000,.- (Kondisi awal renstra), dan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan 

nilai Rp. Rp.252.655.928.800,.- Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 

Rp.275.000.000.000,.00, maka capaian tahun 2022 mencapai tingkat kemajuan dengan 

persentase 91,87%. 
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Capaian nilai produksi perikanan tangkap telah memberikan kontribusi bagi pergerakan 

ekonomi di tengah masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2022, produktifitas 

perikanan tangkap mencapai 8.743 ton. Capaian ini sangat berdampak pada Perputaran 

ekonomi masyarakat di lini produksi dan produsen. Bukan hanya bagi nelayan dan pelaku 

usaha perikanan, capaian produksi perikanan tangkap juga telah membuka peluang usaha, 

kesempatan kerja dan mata rantai ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan sector 

lainnya, misalnya sector perdagangan, transportasi, tenaga kerja dan distribusi.  Selain itu, 

produktifitas perikanan tangkap juga sangat berkontribusi dalam upaya Pemerintah dalam 

penanganan stunting, melalui pemenuhan gizi masyarakat dimana ikan merupakan salah satu 

sumber protein hewani yang dikonsumsi. 

 Fasilitasi sarana dan prasarana nelayan sangat memberikan dampak signifikan dalam 

peningkatan produksi perikanan tangkap. Selain itu pendataan dan pemetaan potensi 

pengelolaan perikanan tangkap sangat memberikan pengaruh dalam pencatatan produksi 

sehingga dapat terukur dan terevaluasi. 

 Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan peningkatan nilai produksi perikanan tangkap 

dan produktifitasnya yakni : 

a) Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah 

Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap 

tradisional  dengan produksi yang masih rendah; 

b) Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan 

oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM); 

c) Fluktuasi harga untuk beberapa komoditas produk perikanan tangkap, sehingga 

mempengaruhi nilai harga produktifitas nelayan; 

d) Cuaca buruk selama tahun 2022 dengan intensitas yang tinggi dan sering, sangat 

mempengaruhi jumlah trip operasional nelayan yang berdampak pada hasil produksi; 

e) Maraknya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dengan penggunaan bahan peledak 

(bom ikan) sangat memberikan dampak kerusakan ekosistem kelautan dan perikanan. 

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala ini telah dilakukan oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan melalui pemberian bantuan fasilitas sarana dan 

prasarana nelayan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan (KUB) dan 

Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan pihak terkait (TNI-AL).  

Upaya ini akan terus ditingkatkan guna mencapai realisasi target yang maksimal. 

3. Nilai Produksi Perikanan budidaya 

 Untuk indicator Nilai Produksi Perikanan budidaya  perolehan datanya sama dengan Nilai 

produksi perikanan tangkap, yakni Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data 

KKP yang diinput oleh Validator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan 
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divalidasi secara berjenjang di tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP). 

 Nilai produksi perikanan budidaya adalah nilai pada waktu hasil pembudidayaan didaratkan. 

Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen. Realisasi nilai produksi perikanan budidaya 

tahun 2022 mencapai Rp.2.438.770.000,- atau terealisasi senilai 97,52% dari target sebesar 

Rp.2.500.000.000.- meskipun belum memenuhi target secara total, nilai capaian dapat 

mencapai Kategori Sangat Memuaskan. 

 Untuk perbandingan realisasi nilai produksi tahun ini dengan tahun lalu mengalami kenaikan 

dengan tingkat capaian 122%, Dimana pada tahun 2021 nilai produksi perikanan budidaya 

mencapai Rp.2000.000.000,.- (Kondisi awal renstra), dan pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan dengan nilai produksi Rp. 2.438.770.000.-  

 Sementara realisasi capaian tahun ini jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah 

mencapai tingkat kemajuan 54,18%. Sebagai kondisi tahun pertama Renstra, nilai ini 

menunjukan kemajuan signifikan bagi upaya pencapaian target akhir renstra. 

 Perikanan budidaya adalah salah satu sector penting dalam memenuhi kebutuhan ikan di 

beberapa wilayah non pesisir Kabupaten Nias Selatan. Prospek sector ini sangat berpeluang 

pengembangan ekonomi masyarakat kedepannya. Produktifitas perikanan budidaya pada 

tahun 2022 mencapai 70,49 ton. Nilai produksi perikanan budidaya telah memberikan 

kontribusi ekonomi bagi masyarakat.  

 Untuk budidaya laut, beberapa jenis komoditas hasil tangkapan nelayan (Lobster dan Kerapu) 

ditampung oleh pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) untuk dibesarkan dan dijual 

kembali dengan ukuran tertentu. Selain itu, kegiatan budidaya laut juga membuka peluang 

bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan ‘ikan rucah’ sebagai pakan ikan di KJA, hal ini 

menjadi peluang sumber  pendapatan bagi nelayan. Dampak lainnya, perikanan budidaya 

juga membuka peluang investasi dari luar untuk masuk ke wilayah Nias Selatan mengingat 

potensi lautnya yang potensial dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 

 Untuk budidaya ikan air tawar (perikanan darat) juga turut memberikan kontribusi ekonomi 

masyarakat, terutama di kawasan non pesisir dengan memanfaatkan lahan dan sumber air 

tanah/ aliran air untuk pembudidayaan ikan. Kendala masyarakat yang berlokasi jauh dari 

pesisir pantai adalah kesulitan dalam mendapatkan ikan sebagai sumber protein hewani, 

kendala ini dapat terjawab melalui kegiatan budidaya ikan air tawar. Jadi nilai produksi dan 

produktifitas perikanan budidaya tidak hanya memberikan kontribusi secara ekonomi, tetapi 

juga berperan dalam pemenuhan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. 

 Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan pencapaian peningkatan produktifitas 

perikanan budidaya antara lain sebagai berikut : 

a) Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dikelola oleh masyarakat masih 

tradisional dan tidak menerapkan alur produksi sebagaimana mestinya; 
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b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya dan minimnya manajemen pengelolaan 

usaha; 

c) Naiknya harga pakan ikan dan minimnya pengetahuan pembudidaya ikan untuk 

mendapatkan pakan alternative sebagai solusi kenaikan harga pakan pabrikan; 

d) Minimnya penguasaan teknologi dasar pembudidayaan ikan, sehingga pembudidaya 

cenderung hanya berkutat pada pembesaran ikan yang tidak termanajemen dengan baik. 

Sebagai upaya dan solusi dalam meminimalisir kendala yang ada. Dinas Kelautan dan 

Perikanan kabupaten Nias Selatan telah melakukan fasilitasi sarana dan prasarana 

pembudidayaan ikan bagi kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dalam bentuk 

pembangunan kolam, penyediaan bibit unggul, penyediaan pakan ikan, dan pembinaan serta 

pendampingan melalui penyuluhan. Upaya ini akan terus dimaksimalkan kedepannya untuk 

mencapai realisasi target yang ditetapkan. 

 

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan 

sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien 

apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya 

untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi 

dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1 

 Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), 

maka akan terjadi efisiensi. 

 Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi 

tidak tercapai. 

 
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Kinerja Anggaran 

Target Relisasi % Alokasi Relisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik dan tata 
kelola 
pemerintahan 

Nilai LAKIP Predikat C -  -  C     

Persentase ASN yang 
mengikuti Diklat 
Teknis 

% 20 20 100 
      

360.081.223  
     

359.983.212  
99,97 

Persentase SOP yang 
Diterapkan % 75 70 93 

   

Persentase Rata-rata 96,67     99,97 

Tingkat Efisiensi 0,97 

 

Dari Tabel 3.8 diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi Sasaran Strategis 1 mencapai 0,97. Nilai ini 

secara kategori bahwa capaian kinerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang digunakan belum 
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efisien. Nilai tingkat efisiensi diatas belum memperhitungkan capaian Nilai LAKIP yang nilai 

evaluasinya masih belum diperoleh. 

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2  
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

No. Sasaran 
Indikator  

Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Kinerja Anggaran 

Target Relisasi % Alokasi Relisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Meningkatkan 
perekonomian 
melalui 
pengelolaan  
sumber daya 
Kelautan dan 
Perikanan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

% 
0,61-
1,79 

- - 
      

Nilai Produksi 
perikanan tangkap 

Rupiah/ 
Milyar 

255 252,66 99,08 1.565.275.397 1.383.900.217 88,41 

Nilai Produksi 
perikanan budidaya 

Rupiah/ 
Milyar 

2,5 2,438 97,52 363.042.970 337.852.082 93,06 

Persentase Rata-rata 98,30     90,74 

Tingkat Efisiensi 1,08 

  

 Sementara untuk Sasaran Staretgis 2 mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,08 sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 3.9 Nilai ini menunjukan bahwa output kinerja dengan sumberdaya yang 

digunakan Efisien. Namun, nilai ini belum memperhitungkan persentase laju Pertumbuhan Ekonomi 

Sub Sektor Perikanan yang datanya masih belum diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Nias Selatan. 

 

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian 
Pernyataan/Indikator Kinerja 

Program/kegiatan penunjang tercapainya sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 terdiri dari : 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Program Perikanan Tangkap; 

c. Program Perikanan Budidaya; 

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

 Dalam melaksanakan program/kegiatan ini, hal yang menjadi kendala adalah Nomenklatur 

susunan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan saat ini 

berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 terdapat salah satu 

program/kegiatan yang sudah tidak relefan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang 

menjadi nomenklatur kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 yaitu pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dimana tidak ada 

struktur Bidang teknis yang secara Tupoksi menangani Program/Kegiatan ini sehingga sebagai solusi 

alternatif, pelaksanaan program ini dibebankan pada Bidang lain sebagai tugas tambahan. 

 Adapun realisasi Program/kegiatan penunjang tercapaianya sasaran strategis pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada table berikut ini. 
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Tabel 3.10 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis  

No.   Indikator Program 
Capaian Kinerja Program 

Kegiatan Realisasi Kegiatan 
Target Realisasi % 

Sasaran Strategis 1  Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 

1 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 

Cakupan pelayanan 
administrasi kepegawaian, 
keuangan dan pengelolaan 
barang milik daerah yang 
akuntabel dan transparan; 
Nilai Lakip OPD 

100% 100% 100 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Dokumen perencanaan dan 
RKA SKPD 

2 Dokumen 

  
   

  

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Dokumen laporan 
keuangan 

18 Dokumen 

          

Administrasi kepegawaian 
Perangkat Daerah 

ASN yang mengikuti Diklat 
Teknis 

3 Kali 

          

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Paket Kegiatan Adminstrasi 
umum 

12 paket 

          

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Laporan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan PD 

12 Laporan 

          

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

BMD yang dipelihara 1 Unit 

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 

Produktifitas perikanan 
tangkap 

8650 Ton 8743 ton 101,08 Pengelolaan Penangkapan Ikan di 
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pengadaan Mesin kapal 
penangkap ikan 40 PK 
beserta 

1 Unit 

Pengadaan Perahu 0,5 GT 
beserta kelengkapannya 41 Unit 

            

 

Pengadaan Perahu Uk 1 GT 
Beserta Kelengkapannya 

2 Unit 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Mesin kapal penangkap 
ikan 0,5 GT 

10 Unit 

Penyuluhan dan 
pembinaan kelompok 

10 KUB 
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Nelayan Penerima Kartu 
KUSUKA (Rekening dan 
ATM BNI) 

922 Orang 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 

Produktifitas perikanan 
budidaya 

35 Ton 70,49 ton 201,40 Pengelolaan Pembudidayaan ikan Pengadaan Bibit Ikan  8.660 ekor 

Pengadaan Waring Untuk 
Panen Ikan 

4 Roll 

            
Pengadaan Karamba Jaring 
Apung 

1 paket (4 
lobang) 

            
Pembangunan Kolam 
Budidaya Ikan Air Tawar 

8 Unit 

            Pengadaan Pakan Ikan  1.750 Kg 

            
Penyuluhan dan 
pembinaan kelompok 

8 Pokdakan 

              

Pembudidaya Ikan  
Penerima Kartu KUSUKA 
(Rekening dan ATM BNI) 

354 Orang  

3 PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

Produk hasil olahan 
kelautan dan perikanan 

2500 ton 2330 ton 93,2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku 
Usaha Perikanan Skala Mikro dan 

Kecil dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Bantuan Gudang Beku 
Kapasitas 10 Ton dari KKP 

1 Unit 

  

Bantuan Coldbox dari DKP 
Prov. Sumut 

2 kelompok 

  

Pemasar ikan Penerima 
Kartu KUSUKA (Rekening 
dan ATM BNI) 

54 Orang 

  

Pengolah ikan Penerima 
Kartu KUSUKA (Rekening 
dan ATM BNI) 

5 orang 
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B. Realisasi Anggaran 

 Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator 

keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 

2022. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran 

pada masing-masing program dan kegiatan.  

 Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 sebesar 

Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.081.735.511,00 sehingga prosentase capaiannya 

adalah sebesar 90,96%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2022 

No Program/Kegiatan Pagu Realisasi Sisa % 

1 2 3 4 5 6 

I 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 

                            
360.081.223  

                    
359.983.212  

                       
98.011  

99,97 

1 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1.999.985  1.999.985  
                               

-  
  

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 71.899.745  71.899.745  
                                 

-  
  

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.164.493  133.066.482  98.011    

4 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

116.200.000  116.200.000  -    

II 
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 
BUDIDAYA 

363.042.970  337.852.082  25.190.888  93,06 

1 Pemberdayaan  Pembudi Daya Ikan Kecil 
                                               

-  
  

                                 
-  

  

2 
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 
Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya 
Ikan Kecil 

                                              
-  

  
                                 

-  
  

3 
Pemberian Pendampingan, Kemudahan 
Akses IPTEK dan Informasi serta 
Penyelenggaraan Diklat 

                                              
-  

  
                                 

-  
  

4 Pengelolaan Pembudidayaan  
                                               

-  
  

                                 
-  

  

 5 
Penyediaan Data dan Informasi 
Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ kota 

                                              
-  

  
                                 

-  
  

6  
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 
Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 

363.042.970  337.852.082 25.190.888    

IV 
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 
TANGKAP 

1.565.275.397  1.383.900.217  181.375.180  88,41 

1 

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk,  Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya yang dapat 
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

1.565.275.397  1.383.900.217 181.375.180   

      
2.288.399.590,00  2.081.735.511,00  206.664.079  90,97 

 

 Capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang hanya mencapai 90,97% dikarenakan terdapat 

pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya telah terlaksana 100%, namun pembayaran atas 

pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2023) sebagai luncuran, yakni 

pada kegiatan program pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program pengelolaan Perikanan 

Budidaya. 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 
4.1 Kesimpulan 

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini merupakan laporan 

capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini 

bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang 

telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga 

mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-

hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang 

akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang 

direncanakan. 

Keberadaan sumberdaya perikanan Kabupaten Nias Selatan yang besar merupakan peluang 

bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak 

mudah untuk mengatasinya. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya sarana dan 

prasarana perikanan yang memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk 

investasi usaha perikanan, belum diterapkannya teknologi perikanan secara optimal, dan pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang masih rendah. 

Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp.2.081.735.511,00 sehingga persenatse 

capaiannya adalah sebesar 90,96%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai capaian kinerja 

yang menjadi indicator perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias Selatan.  

Capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang hanya mencapai 90,97% dikarenakan terdapat 

pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya telah terlaksana 100%, namun pembayarannya atas 

pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2023) sebagai luncuran, yakni 

pada kegiatan program pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program pengelolaan Perikanan 

Budidaya. 

Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola 

pemerintahan mencapai persentase rata-rata kinerja sebesar 96,67%, sementara Sasaran Strategis 2 

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mencapai 

persentase sebesar 98,30%. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, 

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja OPD kepada pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 

untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu langkah – langkah sebagai berikut : 

a) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, pelatihan, dan bantuan alat tangkap ramah 

lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangan bagi nelayan; 

b) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana 

pembudidayaan ikan; 

c) Fasilitasi rantai dan akses pemasaran; 

d) Perlunya ditingkatkan diversifikasi produk olahan yang berkualitas dan sesuai permintaan 

pasar; 

e) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan baik secara Kuantitas maupun 

kualitas; 

f) Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ( Pelaku Usaha Perikanan ) dalam memperbaiki 

Prasarana Usaha ditengah anggaran terbatas. 

 

 

 

Teluk Dalam, 28 Januari 2023 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN NIAS SELATAN, 
 
 
 
 
 
SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA 
Pembina Utama Muda 
NIP 19700416 198909 1 002 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 







Sasaran RPJMD 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan

Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai SAKIP dan Opini BPK

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan

Indikator Kinerja

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis

Persentase SOP yang Diterapkan

Target

20 %;

75%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata 

kelola pemerintahan

Indikator Kinerja

Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, 

keuangan dan pengelolaan barang milik daerah 

yang akuntabel dan transparan

100%

Kegiatan 1.1 Kegiatan 1.2 Kegiatan 1.3 Kegiatan 1.4 Kegiatan 1.5

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja PD

Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Tersusunnya  administrasi umum Perangkat 

Daerah

Tersedianya jasa penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah     Dokumen     Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

Jumlah     Dokumen     Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase tersedianya layanan pendukung 

administrasi umum Perangkat  Daerah

Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah 

Daerah yang tersedia

Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

Target Target Target Target Target

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 100% 1 Unit

Sub Kegiatan 1.1.2 Sub Kegiatan 1.2.1 Sub Kegiatan 1.3.1 Sub Kegiatan 1.4.1 Sub Kegiatan 1.5.1

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan,   dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Tersedianya  Dokumen  RKA-SKPD  dan  Laporan 

Hasil  Koordinasi  Penyusunan  Dokumen  RKA-

SKPD

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya              Komponen               Instalasi 

Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan 1.1.2 Sub Kegiatan 1.2.2 Sub Kegiatan 1.3.2 Sub Kegiatan 1.4.2 Sub Kegiatan 1.5.2

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi   Gedung   Kantor  

dan Bangunan Lainnya
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Tersedianya  Dokumen  RKA-SKPD  dan  Laporan 

Hasil  Koordinasi  Penyusunan  Dokumen  RKA-

SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir  Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya              Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan 1.2.3 Sub Kegiatan 1.3.3

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran Sasaran

Tersedianya Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan          Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran  SKPD

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

Sub Kegiatan 1.3.4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Sub Kegiatan 1.3.5

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
Sasaran

Terlaksananya          Penyelenggaraan          Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

POHIN KINERJA

Kepala Daerah 

Kepala OPD 

ESELON III/ SEKDIN 

ESELON IV/ 
KASUBBAG 

STAF 



Sasaran RPJMD 2

Meningkatan perekonomian yang produktif dan 

inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam 

dan warisan budaya secara optimal

Indikator Kinerja

Laju pertumbuhan Ekonomi pertanian
Laju pertumbuhan ekonomi (penyediaan 

akomodasi dan makan minum) Pariwisata

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan  

sumber daya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja

Nilai Produksi PERIKANAN TANGKAP

Nilai Produksi PERIKANAN BUDIDAYA

Target

255 milyar

2,5 milyar

Program Pengelolaan Perikanan tangkap Program Pengelolaan Perikanan budidaya
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan

Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program

Meningkatnya kapasitas nelayan dan produksi 

usaha perikanan tangkap

Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan  dan 

produksi usaha perikanan budidaya

Meningkatnya kapasitas Usaha  Pengolahan  dan  

Pemasaran  Skala Mikro dan Kecil

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Produktifitas Perikanan tangkap Produktifitas Perikanan budidaya Produk hasil olahan kelautan dan perikanan

8650 ton 35 ton 2500 ton

Kegiatan 2.1 Kegiatan 2.2 Kegiatan 3.1 Kegiatan 3.2 Kegiatan 4.1

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 

yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 

Pemberdayaan   Nelayan   Kecil   dalam   Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan    Ikan    dalam    1    (Satu)    Daerah

Kabupaten/ Kota
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Terlaksanannya Pengelolaan Penangkapan Ikan Terlaksananya Pemberdayaan   Nelayan   Kecil   

dalam   Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksanannya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Terlaksanannya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil

Tersedianya dan tersalurkannya Bahan Baku 

Industri Pengolahan    Ikan    dalam    1    (Satu)    

Daerah

Kabupaten/ Kota
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen dan Unit Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Penangkapan ikan

Jumlah Pemberdayaan   Nelayan   Kecil   dalam   

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Prasarana Usaha Perikanan budidaya,  

Data Produksi dan Potensi Ikan

Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan    Ikan    

dalam    1    (Satu)    Daerah Kabupaten/ Kota 

yang disediakan/disalurkan
Target Target Target Target Target

15 Unit 10 Kelompok 10 Unit 5 Kelompok 4 Kelompok/ Pelaku Usaha

Sub Kegiatan 2.1.1 Sub Kegiatan 2..2.1 Sub Kegiatan 3.1.1 Sub Kegiatan 3.2.1 Sub Kegiatan 4..1.1

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pelaksanaan     Fasilitasi     Pembentukan     dan 

Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan     Fasilitasi     Pembentukan     dan 

Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan 

Skala  Mikro  dan  Kecil  dalam  1  (Satu)  Daerah 

Kabupaten/Kota
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Tersediannya Prasarana Usaha Perikanan 

Tangkap

Terlaksananya    Fasilitasi    Pembentukan    dan 

Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Tersedianya    Prasarana    Pembudidayaan    Ikan 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya    Fasilitasi    Pembentukan    dan 

Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil

Tersedianya     Fasilitas     bagi     Pelaku     Usaha 

Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang 

tersedia

Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi 

Pembentukan             dan  Pengembangan 

Kelembagaannya

Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang 

Mengikuti    Pembentukan    dan   Pengembangan 

Kelembagaan

Jumlah  Pelaku  Usaha  Perikanan  Skala  Mikro 

dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

yang Terfasilitasi

POHON KINERJA

Kepala Daerah 

Kepala OPD 

ESELON III/ KEPALA 
BIDANG 

ESELON IV/ 
KEPALA SEKSI 

STAF 



I II III IV Uraian Indikator Target Uraian Indikator I II III IV

25% 25% 25% 25% 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     Perangkat 

Daerah

1 Dokumen 999.920                 Melaksanakan 

pengumpulan data dalam 

rangka penyusunan 

perencanaan perangkat 

daerah

√ √ √ √

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

1 Dokumen 1.000.065              Melaksanakan 

pengumpulan data dalam 

rangka penyusunan 

dokumen RKA-SKPD

√ √ √ √

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah    Orang    yang    

Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN

12 Orang/ Bulan 69.900.000            Melaksanakan pengajuan 

Gaji dan Tunjangan ASN, 

serta tambahan 

penghasilannya sesuai 

beban tugas  setiap 

bulannya 

√ √ √ √

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

3 Laporan 999.955 Melaksanakan Koordinasi 

dan penyusunan data 

terkait dengan 

penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

- - - √

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran  SKPD

18 Laporan 999.790 Melaksanakan koordinasi 

dan  pengumpulan data 

dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan 

bulanan/ triwulanan/ 

semesteran SKPD

√ √ √ √

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah         Paket         

Komponen         Instalasi 

Listrik/Penerangan    Bangunan    

Kantor    yang Disediakan

2 Paket 998.500 Melaksanakan penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor

√ √ √ √

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah    Paket    Peralatan    

dan    Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

12 Paket 1.000.343 Melaksanakan penyediaan 

kebutuhan  Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
√ √ √ √

Program Kegiatan 

Anggaran

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA

Cakupan 

pelayanan 

administrasi 

kepegawaian, 

keuangan dan 

pengelolaan 

barang milik

daerah yang 

akuntabel dan 

transparan

Jadwal Pelaksanaan

Target

Rencana Aksi

RENCANA AKSI 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN 

TAHUN 2022

Sasaran Strategis Indikator

Target Triwulan

Terwujudnya Birokrasi 

dan tata kelola 

pemerintahan yang 

bersih dan baik

(1) Persentase ASN 

yang

mengikuti Diklat

Teknis

(2) Jumlah SOP yang

Diterapkan



I II III IV Uraian Indikator Target Uraian Indikator I II III IV

Program Kegiatan 

Anggaran

Jadwal Pelaksanaan

Target

Rencana AksiSasaran Strategis Indikator

Target Triwulan

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   

Kantor   yang Disediakan

12 Paket 29.627.880 Melaksanakan penyediaan 

kebutuhan Bahan Logistik 

Kantor

√ √ √ √

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

12 Paket 9.999.770 Melaksanakan penyediaan 

kebutuhan  Barang 

Cetakan dan Penggandaan √ √ √ √

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan 91.538.000 Melaksanakan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD √ √ √ √

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah     Laporan     

Penyediaan     Jasa     Surat 

Menyurat

12 Laporan                1.000.000 Melaksanakan penyediaan 

kebutuhan Jasa surat 

menyurat

√ √ √ √

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah   Laporan   Penyediaan   

Jasa   Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan           115.200.000 Melaksanakan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor √ √ √ √

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 Unit

36.817.000

Melaksanakan 

pemeliharaan dan 

pembayaran pajak 

kendaraan Dinas jabatan
√ √ √ √

Penyediaan Prasarana Usaha 

Perikanan Tangkap

Jumlah   Prasarana   Usaha   

Perikanan   Tangkap

yang Tersedia

19 Unit

1.565.275.397

Melaksanakan Pengadaan 

Kapal 0.5 GT, 1 GT dan  

Mesin Perahu  ukuran 5,5 

PK dan 40 PK  (beserta 

kelengkapannya)

√ √ √ √

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Penyediaan Prasarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

11 Unit/ 

Paket

363.042.970 Melaksanakan 

pembangunan kolam ikan 

air tawar, pengadaan 

keramba jaring apung, 

bibit ikan air tawar dan 

pakan ikan

√ √ √ √

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberian Fasilitas bagi 

Pelaku Usaha Perikanan Skala 

Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah  Pelaku  Usaha  

Perikanan  Skala  Mikro dan 

Kecil dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Terfasilitasi

3 Unit

0

Melakukan fasilitasi 

bantuan fasilitas bagi 

pelaku usaha perikanan √ √ √ √

Nilai produksi 

perikanan tangkap

Nilai produksi 

perikanan budidaya

Meningkatkan 

perekonomian 

melalui pengelolaan  

sumber daya 

Kelautan dan 

Perikanan

PROGRAM 

PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN

Produktifitas  Hasil 

Olahan Kelautan 

dan Perikanan

2500 Ton/ 

Tahun

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA

Produktifitas 

perikanan 

budidaya

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota

35 Ton/ 

Tahun

25% 25% 25% 25%

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN TANGKAP

Produktifitas 

perikanan tangkap

25% 25% 25% 25%

8650 Ton

25% 25% 25% 25%



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

PERAHU UKURAN 0,5 GT BESERTA KELENGKAPAN  KEPADA KELOMPOK NELAYAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

PERAHU UKURAN 1 GT BESERTA KELENGKAPAN  KEPADA KELOMPOK NELAYAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

PERAHU UKURAN 1 GT BESERTA KELENGKAPAN  KEPADA KELOMPOK NELAYAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN 40 PK BESERTA KELENGKAPANNYA 

KEPADA KELOMPOK NELAYAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

JARING/WARING UNTUK PASCA PANEN KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN 

KOLAM BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

PAKAN IKAN  KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

BIBIT IKAN BANDENG  KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

INSTALASI DAN PENYERAHAN BANTUAN GUDANG BEKU 10 GT KKP RI 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN 

KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN 

TAHUN ANGARAN 2022 

  

  

  

  



DOKUMENTASI FGD 

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 

TAHUN ANGARAN 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



BUPATI T{IAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 4.L8-97+ T 
: JIUN 2022 

...

TENTANG *\..

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN I{IBAH UNTUK PEMBERDAYAAN '

PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI

UMUMpaneDCIKUMENPELAKSANAANANGGARAN

KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang a.

c.

b

bahwa berdasarkan Pasal L7 ayat (1) Peraturan Bupati Nias

selatan Nomor 37 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan clan Penatausahaan, Pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitcring dan Evaluasi Belanja

Flibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias selatan;

bahwa ber,lasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nias Selatan Nomor O5O/ 2lO I SP/ DKP-NS/VI/

2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Daftar. calon Keiompok
pembudidaya Ikan Air Tawar (Pokdakan) dan Pembudidayaan

Ikan Air Laut Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Daerah

Kabupaten Nias Selatan pada Dinas l(elautan dan Perikanan

I(abupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Kelompok
Pembudiclayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
adalah pemberian bantuan pemberdayaan berupa Sarana

Pembudidayaan Ikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Keputusan' Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penerima
Bantuan Hibah untuk Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan yang
Bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dokumen
pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

d

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara Yang l3ersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Un<lang Nomor 9 Tahun 20Og tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatarr, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten l{umbang Hasundutan cli Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara;

5. Und.ang-Undang Nomor 31 Tatrun 2OO4 tentang Perikanan,
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2AO4 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang }Jomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Al9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Ked.ua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah;

10.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja;
1 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tirhun 2Ol+ tentang

Pengelclaan Barang Milik Negara/Daerah;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang Perangkat

Daerah;
l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OtT tentang Pedoman

Pembinaan dan Penganvasan Penyelenggaraalr. Pemerintah
Daerah;

15.Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Flukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2a16 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

lg.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TaJ::un 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun
2O2L tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2O2l tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerair Serentak Tahun 2O2O di Kabupaten
dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun

2Ot6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan;
22.Perat;gtran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 0B Tahun

2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2A2L

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;
24.Peraturan Bupati Nias selatan Nomor 9 Tahun 2O11 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, Selatan;

25.Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2A15 tentang

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Nias Selata4;

26.Peraturan Bupati Nias selatan Nomor 01.5-55 Tahun 2OL6

tetang kedudukan, Susunan Organisasi, t'ugai., dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias selatan;

27 .Perat:uran Bupati Nias selatan Nomor o 1.5-2 1 Tahun 2ol9
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas cli Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan;
2S.Peraturan Bupati Nias selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022'

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN

PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

NIAS SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM PADA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN.2O22.

Menetapkan Penerima Bantuan Hibah untuk Pemberdayaan
Pembudidayaan Ikan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum
Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran
2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Penerima sebagaimana dirnaksud pada Diktum KESATU adalah
kelompok Pembudidal,aan Ikan yang telah memenuhi syarat sebagai
penerima manfaat dan telah diverilikasi oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Nias Selatan;

: Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada
perbuatan melawan dan/ atau melanggar hukum wajib ditolak;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Ka.bupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan;

KEEMPAT



KELIMA

KEENAM

mestinya.

Tembusan;
1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepata BPK-PAD Kab. Nias Selatan;
s. repala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias selatan;
+. XibagHukum Sekretariat Daerah Kab' Nias Selatan'

: Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan pemakaian

anggaran datrarn petraksanaan kegiatan menjadi tanggungiawab

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

denganketentuanapabiladikemudianhariterdapatkekeliruan
datamKeputusanini,makaakandiadakanperbaikansebagaimana

Ditetapkan di Teluk Dalam
J:uli 2022

SELATAN,

DUHA
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SALiNAiT

ffiK$p&tr-ffi ffiK&ffi ffiffituAiffi-e,ffi
p$ry( )vxffi ffi K s (-I.lv€A yffim.& wr & ffi*e

i{};ILU'I'LI SA}i BI-rPAfl N IAS SELATY\I\{
I'IOF-{OF -1.18*518 TAHUN 2A22

TBNTAHG

PENtrTAPAN PENERIM A BANTUA}I HIBAH PEMERINTA}:I L'AEiiEt4i.r'r.lltru!i- -: r-.

NIAS SELATAN UNTLTK PEMBERDAYAAN NELAYAN YAN BER,SUh4BtrIi
DARI DA}VA AI"OKASI U1\{Uh4 PADA DOKUMIEN PELAKSANAI\N

ANGGAFIq,N DI}{AS KBI,AU?AN DAN PERIKANA}{
KABUPATEN NIAS SBLATAI\I

.TAHUN AN{}GARAN 2422

]3UPATI NIAS SELATAN,

Menimlrang a. bahwr-i salale sat-u kebijakan Pemerintah Daerah }(a.bupatcir i.Ij:,r;,,

Selatan rmetraiui Dinas Kelautan dan Peril<anan kabupat-':r. ,\Ijrr-::

Seiatan daio-rn rangka memberda-rraka-r: ma*qlraralcat l'.rli.ri.r';- .

Nel,avan untlik nlemenuhi kebutuhan liidupi:rt a ":.1 i
pernherian bant:;an pembeldayaan berupa Sarana- ilell;r.r'..,:
tr.kan;

h. bahwa mempednmani ketentuan Fasal 17 ayat {1} Pei-:;::r;::,,,:"i

Bupati Nia"s SeLatal Nomor 37 Tahun 2O'27 i-entang 1'7',':, ' 7, ''
Per:ganggaran) Pelaksanaan da:"r Fenatausaha"an. Irelapoli,,.r.r ..i,;, r

Pertang;5ungjawa"ban serta monitoring dan Evaluasi S;:i,err.,;.:.

Hiba.h rlan Bantuan Sosiai yang Bersumber dari Angg;;r:r.rrl

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa.ten i,{ias Su:jr,:f,ruri

rnenrqalranatka-n bahrn a tlaftar Penerima HiC-ah besei:ta taerij.rr:r i

Llang atau Jenis Barang dan Jasa yaflg akan dihilral:it.;.,,,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c" Lrahrne herdasarkan Surat Kepala Dinas Keiautan clar: Perik?i-1lr-i
Kabupaten Nias Selatan Nomor O50l 2rc1 SFi *I{n}-l{S,ri,ri'
2A22 Tanggal O3 Juni 2A22 Tentang Daftar Kelompck LJsalr,-r,

Rersarnn (IdUBi NeJa3,an Penerima Bantuan Hlirah Pernr,:l'inlrr1,
[]aera,h Kabi;paten Nias Selatan pada Dinris Kelautar:-. iar;-r

Pe;:ikan"nll Kal:r;paten Nias Seiata:r Tahun Anggararr f r-:21

tj. bahrva her,letsarilar: pr,:i'timbangan sebagai.rnana rtrimaks,.:ii r-.i..;,
hurul a. .b dan iruru-f c di atas, perlu rnenetanlk*n Kepi.ii...rri;r'.i,
Bupatt Nias $ela-tan tentang Penetapan Penerjr-ila B::r:t:..ir;r
Hiba"h Pemerintah llaerah Kabupa.ten Nias Selata.rr iir:,1.i.-:;,{

Pemberdayaan Nelayan yang Bersumber dari Dana A:i:;,"e. ,

Umum illAtI) Anggaran Pendapatan dan Belania l)a.e::ah l:e,r.;
DPA Dinas I{etrautan dan Ferikanan" I(a,bupaten Nias S,::}a.1;,,.;
'lahun ;\nggaran 2A22"



A A T TAT A }.-ilitLll\{1..1'

1. Undang-Undang Nomor 28 Tah"ur:. 1999 tenten,i
penyeLerrggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas riari Korups:
Kolr-rsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 9 Takrun 2003 tentang Pembentl-ikr,-'
Kabupa{en i{ias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat cLi-:,i

I{abupat.en Humbang Hasundutan di trrovinsi Sr-rmatera Utara";
3. Undang-LTnCang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar:r

Negarer:
4. Undari-g-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan

Pengeiolaan dan'Ianggungiawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2AO4 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo:: ,3l-

Tahun 2AO4 tentang Perikanan;
5. Unciang-Ur:dang Nomor l-2 Tahun 2011 tentang Pemhentr:,kan

Feratura.n Perundang-uirdangan, sehragaimana telah dir:haii
rlei:rgan Lrndang-Undang No:nor 15 Tahun 2019 tentang
Feruhahan Atas Undairg-IJnaang Nomor 12 Tahun 201 i tentang
Pemhenl.ukan Feraturan Perund"ang-undangan;

'7. Undar-r.g-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur i$ipii
Negala;

E" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerir-taha,:
Daerah sebagaimana telah diubah Lreherapa kali, te:r+irhtr"
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 20i5 tentan,q
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah.un 201.1"

tentang Pemerintahan Daerah;
g. Unciar,g-Unclang Nomor 30 Tahr"ln 2014 tentang Adrnini-etrasi

Pemeriniati:
I0.Unclang-Lrndang Nomor 11 Tahun 2A2A tentang Cipta l{eia;
I l.Undang-Undang Flomor 1 Tahun 2A22 tentang Huhu-nga::

Keuanga.n antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera-h;
12.Peraturan Pem.erintah Nomor 27 Tahun 2A74 tentang

Pengelolaan Earang l\4i1ik Negara/Daerah;
l-3"Ferat:-iran Fernerintah Nomor 18 Tahr-rn Z}rc tentang Perangkat

lJilera.h;
14,Fcr;ltr:ran Feiae::intah Noirior 12 Talrun 20,i.7 ientang Feclor-rl*.t.

Fembfura,an dan Penga',vasan Penyelenggaraan Pernerintai:
iJae;:ah.

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tcntar:.g
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 [entang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagairnana telah
diuirah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomol" ;ZA
Tahuir 2018 tentang Perubairan Atas Peraturan N{enteri }alarn
Negeri }Iamor 80 Tahun 2015 tentang Pemtrentr:kan Prndr-ik;
Hukum Daerah;

lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

lS.Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2a16 tentang
Perrggoicngan clan Kod-efikasi Barang Milik Daerah.;

19"Pera.turan &ilenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2aza tentang
Ped*marr Tcknis Per:qelolaan Keuangan Daerahl

Mengingat

-)



Menetapkan

KESATU

SALINAi\

20.Keputusan lVtrenteri Dalam Negeri Nomor L3L.72-LA74 lahi-lr"l
2A2l tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri lVomor 131.12-354 Tahun 2027 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daera-h dan Wakil Kepala Daerah Hasi]
Pei.rtililra"n Kepala Daerah Serentak Tatrun 2A2* rli K-abupaten
dan Koti-l pada Provinsi Sumatera Utara;

2l.P*raturrr:n llaerah Kabupaten Nias Selatan llomor A2 Tahut*,
;{.l i5 tcntr,anq l?ernbr:n.{-ukan Perangkat Daerah Pernerintajl
l.r"allupal.en Nias Selatan;

2Z.Peraturen f)aerah Kabupaten i\ias Selatan lrjomrrr OB Tahu".rr

2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2*2i

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T'aht,;.
Anggaran 2421;

Z4.Peratara.n Bupati Nias Sela.tan Nomor 9 Tahun 2AI1 tentanSl
Fenlreienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah cii

Lingkungan Pernerintah KaLrupaten Nias Seiatan;
2$.Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang

Kebijakein Akuntansi Kabr.-rpaten Nias Selatan;
26.Peraturnn Bupati Nias Selatan Nornor 01.5-55 Tahr-rn '24\fr

teta.ng i<edudukan, Susr:nan Organisasi, Trrgas dan Fungsi
Dinas Kelar:tan dan Perikanan Daerah Kahupaten Nias Seiatan;

27 .Perattsran Bupnti Nias Seiatan Nomor 01"5, 2 1 Tahun 2L) I ti
tentanpJ Pedotnan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintalr
Kai:upa"i-en Nias l$elatan;

2E.Per:atu,ran }3upati Nias Seiatan Nomor 92 Ta.hun 21121 fenta:rg
Penjabaran Anggaran Penda,pa-tan da"n Belanja. Daei:i'-t
Kabupaten Nias '$elatan Tahure Anggaran 2022"

h,ftrF.4UTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENET:{PAN|
PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATE}T
NIAS SEU\TAN UNTUK PEMBERDAYAAN NELAY-AN iTANG

BERSUM}3ER DARI DANA ALOK,{SI UVIUM AIUGGAFA T

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pr\DA DCti{.lIi4E N

PELAI(SANAAN ANGGARAN DINAS KtrLAUTAN DAN PERIIMNAId
I(ABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2A22.

hAenetapkari Fenerima Ba-ntuan Hibah Pemerintah Dae:rah
E{a}:r:paten 1\ias Selatan untuk Pemberdayaan Nelayan yaxlg
Bersurnbr::: cjari Deina Alokasi Umum (DAU) Anggaran Penciapaian
c.lan Belanja Daerah pada DP,{ Ilinas Kelatitan dan Perikan;in
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaim.ane.
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang ticlak
terpisahkan clari Keputlrsan Bupati ini;

Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adatra.i:
kelompok Nelaryan yang telah rnemenuhi syarat sebagai penerirnil
nr.anfaat rlan teiah eliverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
I{ahupat*n iYiasi $el;ltan;

KEDUA



.:
n I T a nT { !,r
D ll L t l'tl ,-\ ''i

: Apabila adil Intervensi dari pihak manapun yang rnengaral"r ilacle
perbuatan meiawan danl atau melanggar hukum wajib ditotral<;

Segaia biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan iri"
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDi
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2A22, pada Dol";umr:ir
Peiaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikar:an
Kabupaten Nia.s Selatan;

tr(eputusan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal Citetapkaii,
dengan ketentuan apabila dikernudian hari terdapat kekeliri.;.an
daiam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagairnana
mestinya.

Ditetapkan d.i Teluk Dalam
pada tanggal 30.Juni 2A22

BUPATI NIAS SELATAN,

#-i
LA"$.,8

HILA}EIUS DU$TA

KETIGA

KEEMPAT

KELiMA

X"embusan;
1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepala BPK-PAD Kab. Nias Selatan:
3" Kepala Dinas Kelarrtan rian Perikaflan Kab. Nias Selatan;
4. Kabag Huku.m Kab. Itfias Selatan.

Salinan Sah sesuai ciengan-i asiinya
GIAN HUKUh.{
UPATEN I{IAS SELATAI{,
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